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Lesson Plan kita hari i3 November 2022)

. Pembukaan Materi Perhitungan TKDN pada Pengadaan Barang/Ja3&30 s.d
Pemerintah 10:00
b. Pembagian Kelompok Peserta
c. Materi : Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Coffee Break 10:00 s.d
10:15

3 Pengerjaan Tugas Kelompok Menghitung TKDN dan Kebijakan Prefer 10:15 s.d
Harga oleh masingiasing kelompok Peserta 12:00

4 |ISHOMA 12:00 s.d
13:00

5 Presentasi hasil pengerjaan Tugas Kelompok oleh masising kelompok 13:00 s.d
peserta 14:45

6 Konklusi dan Penjelasan Menghitung TKDN dan Kebijakan Preferens 14:45 s.d
15:00

7 Materi : Penerapan TKDN dalam Taliaiap Pengadaan Barang/Jasa 15:00 s.d

Pemerintah 16:45 —
. SESE———



MengapaPengadaamBarangJasa
Pemerintahperlu meningkatkan
penggunaamrodukdalamnegerf?

a. lsengSaja
b. MerupakanTujuanPengadaan
c. Kepentingarkelompokpengusaha

L]
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Skalalujuan

TujuanBesaillebih challenginguntuk
dicapaisehinggaerlu ditegaskan
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Tujuan
pengadaan:
Manfaat
(value for
money) bag
Pembangun:
Nasional

Prinsip

Etika

PengadaamarandJasa
adalahaktivitasstrategisbagi
pembangunamasionals,




Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan Penggunaan
produk dalam negeri

Meningkatkan Pengadaan
berkelanjutan

Meningkatkan Peran serta UMK

. ‘M ¥/ dan Koperasi
Mewujudkan Pemerataan € P

ekonomi dan perluasan <%=
kesempatan berusaha '

Tujuan PBJ

Meningkatkan Peran pelaku usaha
nasional

Meningkatkan
Keikutsertaan industri

kreatif Mendukung pelaksanaan penelitian

@ dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian

IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA




DariTujuanPengadaalyang ada di

Pasall, manakahyangberkaitan
dengankebijakanTKDN?

d.

b.

MeningkatkanPengadaan
Berkelanjutan
MeningkatkanPenggunaaroduk
Dalam Negeri



Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan Penggunaan
produk dalam negeri

Meningkatkan Pengadaan

berkelanjutan _
) Meningkatkan Peran serta UMK
'/ dan Koperasi

Mewujudkan Pemerataan
ekonomi dan perluasan <%=
kesempatan berusaha '

Tujuan PBJ

Meningkatkan Peran pelaku usaha
nasional

Meningkatkan
Keikutsertaan industri
kreatif

Mendukung pelaksanaan penelitian
ﬁ dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian

IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA



4

Tahukalhandaapasaja
kebljakanPBJP?




1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ

3) Memperkuat kapasitas
kelembagaan & SDM PBJ

5) Menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi

serta transaksi elektronik

7) Memberikan kesempatan UMKM

)\ 2) Melaksanakan PBJ yang lebih

transparan, terbuka dan kompetitif

S

N
5

N

9

s
: [
Ve

4) Mengembangkan
E-marketplace PBJ

6) Mendorong penggunaan
Barang/Jasa dalam negeri & SNI

8) Mendorong pelaksanaan penelitian &
industri kreatif

9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

L]
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Apakahd 8 S0 Sy I N
KebijakarPBJtu?

a. Strategiuntuk pencapaianfujuan
PBJ yantelah dicanangkan

b. Peluangyangdiciptakanuntuk
mengakomodikeperluan
pengadaarpihakpihak




Tujuan
pengadaan:
Manfaat
(value for
money) bag
Pembangun:
Nasional

KebijakarPBhdalah6STRATEE!
untuk mencapailujuanPBJ yang
telah dicanangkarPemerintah

Prinsip
Etika




Tujuan PBJP :
Target/Sasaran yang
Ingin dicapail dari
aktivitas pengadaan

Kebijakan PBJP
Merupakan
cara/strategi untuk
mencapal tujuan

L]
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Tingkat Komponen
Dalam Negeri

Meningkatkan Penggunaan
/ produk dalam negeri

Tujuan PBJ

\‘W_ | 6) Mendorong penggunaan
h“‘i Barang/Jasa dalam negeri & SNI
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PeningkatarPenggunaairodukDalamNeger!
(P3DN)

ProdukDalamNegeri TKDN

B k d Besarny@ersentasé&KomponenLokaldalam
arangJasafermasukrancancbangundan sebuahproduk jasadalamnegeri.

perekayasaanyangdiproduksiataudikerjakan
olehperusahaaryangberinvestasdan
berproduksidilndonesiamenggunakarseluruh
atau SebagiartenagakerjaWargaNegara
Indonesia, damprosesnyanenggunakarBahan
Bakuatau komponenyangseluruhatau
Sebagiarerasaldari dalamnegeri




Tujuan PBJP (Pasal 4): Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri

Kebijakan PBJP ( Pasal 5 ) : Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI

imana?

Penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam Bab IX Bagian Kedua Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021

I

L]
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Capalan Umum Pelatihan

Peserta mengetahui pemanfaatan TKDN sebagai
instrumen untuk menyelenggarakan Kebijakan
Pengadaan iMendorong penggunaan Barang/Jasa
dalamn e g e r I sébag8i Balal satu cara untuk
mencapai Tujuan Pengadaan iMleningkatkan
Penggunaan produk dalam negeris




S

' 4

o

O -
OOS

Capalan Khusus Pelatihan

Peserta me?getahui

Penggunaan Produk Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Penerapan TKDNdalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Praktek Perhitungan TKDN &
Perhitungan Preferensi Harga pada

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Peserta Wajib Membawa Laptop)



mater!

01 Penggunaan  Produk  Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

02 Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

03 Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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mater!

. 01 Penggunaan  Produk Dalam  Neger!

berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

02 Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

03 Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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= K/L/PDWajibmenggunakari’ DNtermasuk
rancangbangundanperekayasaamasional

PDNWajibapabilaterdapatprodukdalamnegeri yangnemilikipenjumlahan
nilai TingkatKkomponernDalamNegeri (TKDNJitambahnilai BobotManfaat
Perusahaan (BMP) palisgdikit40%

=== Nilai TKDN dan BMRengacyadadaftar inventarisasibarand jasa
produksidalamnegeri yangliterbitkan oleh Kementerian yang
menyelenggarakaorusanpemerintahandi bidangperindustrian




L
H
4

- TKDI+I :‘ Tingkat Komponen Dalam Negeri

Indikatortingkatpenggunaarkomponen
dalamnegeri pada barang, gabungan
barang, jasa, gabungan jasa, serta
gabungan barang dan jasa

PP No. 29
Th. 2018

Bobot Manfaat Perusahaan

Nilai penghargaan kepada perusahaan yang
berinvestasi dnberproduksidi Indonesia



http://tkdn.kemenperin.go.id/

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Neger!

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban f

-

\ Barang Diwajibkan
Barang produksi dalam negeri yang wajib TR Minimal
PeraturanMenteri 1 dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan g;\':li:TKDN <l 40%

dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian
\\ BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan capaian ReEELRIED Paling Sedikit
TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% THKON 25%

PerindustrianRepublik
IndonesiaNomor
02/M-IND/PER/1/2014

TentangPedoman @ Barang Dimaksimalkan

Peningkatan Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan
PenggunaarfProduk memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% dan
DalamNegeriDalam memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15%
PengadaamBarangJasa

Pemerintah Barang Diberdayakan

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
capaian TKDN barang kurang dari 15% dan lebih dari atau sama dengan 10%

Pasalo




Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategorl PDN dalam Ketentuan Kewajiban
: Target TKDN yang ditetapkan :

TKDN Minimal

Infrastrukt
l?etzia:;a Etrikan 34 '40 0/ 0

Ditargetkan
100%

TKDN berbagai Minimal
gabungan barang 0
dan jasa 40'45 /0

(Permenperin No. 05 Tahun 2017)
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Pada beberapa industri seperti industri ketenagalistrikan
(pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi

tenaga listrik) telah ditetapkan batas minimum nilai TKDN
diluar ketentuan.

]
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Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

“w PreferensHargamerupakannsentifbagiPDN pad@emilihanpenyedia
berupakelebihanhargayangdapatditerima

02 Preferenshargadiberlakukanuntuk PengadaamarangJasadengannilaiHPS
palingsedikitdiatasRp1.000.000.000,0@&tumiliar rupiah).

03 KetentuanPreferensHargadilaksanakamlalamprosespemilihanPenyedia
danmemilikirelevansieratdenganTKDNBarang




Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

()] Berlaku dan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling

rendah 25%
e Preferensi Harga sebagai insentif berupa kelebihan harga yang

(2 dapat diterima diberikan paling tinggi 25%atas harga
penawaran, sedangkan untuk Konstruksi dengan Tender
Internasional diberikan paling tinggi 7,5% diatas harga
penawaran terendah dari Badan UsahaAsing

b
@ 03 Preferensi Harga diperhitungkan dalam evaluasi Harga

PaketPengadaan Penawaran atas penawaran yang telah memenuhi
BarandJasadengan | persyaratan administrasi dan teknis

HPS palingedikit '
Rp1Miliar 04 Penetapan Pemenang berdasarkan urutan Harga Terendah
dalam proses evaluasi penawaran dalam bentuk Harga

Evaluasi Akhir (HEA)

Q 05 Dalam Evaluasi Penawaran apabila terdapat HEA

yang sama maka penawar dengan TKDN lebih
besar ditetapkan sebagai pemenang —

L]
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Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

e diberlakukan Preferensi harga
karena TKDN lebin dari sama
dengan25%

LGN tidak diberlakukan Preferens;
harga karena TKDNkurang dari
25%

PaketPengadaamBarangJasadenganHPS palingedikit
Rpl1Miliar




Apakah masih boleh IMPORT?
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah

m— '-“F‘g'- .

....
-.- ;

Pengadaan barang Yyang
berasal dari luar negeri
(import) dimungkinkandalam
hal :

%00
asl kan

o ]

m Volumeproduksidalamnegeritidak mampumemenuhikebutuhan

]

]
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“ Barang tersebut belum dapat dlprodu SI/dIh
negeri atau



Kewajiban
Kategori

Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2018

Penggunaan Produk Dalam Negeri
PDN dalam Ketentuan Kewajiban

-

Barang Diwajibkan

Barang produksi dalam negeri yang wajib FEEEAEEG Minimal
dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan  FRIERESSIRER 40%

(1)

(2)

(3)

Pasal 61

Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib
menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat
Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai
TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%
(empat puluh persen).

Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai
TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender
atau pembelian langsung secara elektronik (e purchasing)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian Ve
BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan capaiap
TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25%

Dengan nilai Paling Sedikit

TKDN 25%

Produksi
BEIEIN
Negeri

BelumdapatdiproduksiDN

Bolehimpor | VolumeProduksDNtidak
mencukupi
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PKKabupatenX akanmelaksanakapengadaar
komputerdesktop,setelahmelakukan
pengecekarmpada daftannventarisasditemukan
bahwaterdapatkomputerdesktopbermerek
d . / ¢ RIKDONIIB§% dan BMP 10%aka:

a. PPHKwajibbeli KomputerDesktop
bermereke ! . [ €

b. PPKwajibbeliKomputerDesktop
denganTKDN minimal 25%




PKKabupatenX akanmelaksanakapengadaar
printer, setelahmelakukanpengecekampada
daftar inventarisasditemukanbahwaterdapat
printer bermerekds 9 C ¢ R SKOMI2§% dar
BMP 10%Maka:

a. PPHKwajibbeliprinter bermerek
e 59Cc¢

b. PPKmengupayakampembelian
denganTKDN minimal 15%




PPKKabupatenXakanmelaksanakapengadaan
KendaraarMobil ListrikBerbasiBateraidengannilal
HPS Rp3Miliasetelahmelakukanpengecekampada
daftar inventarisasditemukanbahwaterdapatproduk
bermerekd L WY ¢ RIEDNZHO%laka:

a. PemilihanPenyedianemberlakukan
PreferensHarga

b. PemilihanPenyediaidak diberlakukan
preferensiHarga




DaftarInventarisasBarangJasaProdukDalamNeger!
adalahDaftarProdukbuatandalamnegeri yang
memuatnamaprodusen jenisproduk, spesifikasi
standard kapasitascapaianTKDN, dacapaiarBMP
yangditerbitkanoleh :

Lembaga&ebijakarPengadaamBarangJasaPemerintah
Kementerian Perindustrian
c. BadanPengawasaKeuangaran Pembangunan

a.
b.




RSUD Kabupaten X akan membeli peralatan CT Sc

128 Slices untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan, tidak ada industri produk dalam negeri ya
telah memiliki produk ini, maka:

PPK menunggu pelaksanaan pengadaan hingga indu:
dalam negeri berhasil memproduksi produk buatan da
negerl

PPK melaksanakan import produk tersebut dari luar
negeri




mater!

. 01 Penggunaan  Produk  Dalam Negeri

berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

02 Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga  pada  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

03 Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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CONTOH



EstimasiTKDN
(Contoh)

Rp2000 I(oka)
BahanUtama . Rp4000 [(oka)
p1000 lfnpor)
TKDN Biayadalamnegeri % 100% Rp8500
— 0=
BiayaTotal Rp10.000

X 100% 85%




abrik penyedia pasokangas LPGPT XY
adalah  pemenang tender dengar
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50% Asingmemiliki 3 mesinproduksidengar

rncian.

Mesinl Indonesia 200.000
Mesin2 Jepang 500.000
Mesin3 China 100.000




abrik tabung gas LPG PT XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50% Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan
rincian:

Mesinl Indonesia 200.000
Mesin2 Jepang 500.000
Mesin3 China 100.000




PERHITUNGAN NILAI TKDN JASA ( Pasal 69)

__ Dibuat | Dimiliki_

DN DN 100 %

DN LN 75 %

DN DN+LN 75 % + ( 25 % xProporsi Saham )
LN DN 75 %

LN LN 0%

LN DN + LN Proporsi Saham DN

KDN

WNI 100 %
WNA 0%




abrik tabung gas LPG PT XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50% Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan

rincian:
Mesinl Indonesia 200.000
Mesin2 Jepang 500.000
Mesin3 China 100.000
T K D N 800.000
Mesinl Indonesia (DN) DN + LN 87,5% (75 % + (259
X ProporsiSaham ))
Mesin2 JepandLN) DN + LN 50%(ProporsiSaham

DN)
- Mesin3 China (LN) DN + LN 50%(ProporS|Saham|
DN) e



abrik tabung gas LPG PT XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50% Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan

rincian: TKDN : 59,375%

Mesinl Indonesia DN + LN 200.000 87,5% (75 % 175.000
(DN) + (25 % X
Proporsi
Saham))
Mesin2 JepandLN) DN + LN 500.000 50% 250.000
(Proporsi
Saham DN)
Mesin3 China (LN) DN + LN 100.000 50% 50.000

(Proporsi
Saham DN)
800.000 475.000




V LATIHAN

SOAL AKAN DIBAGIK/
PUKUL 10:15 (SETEL/
COFFEE BREAK)




N

KETENTUAN

Setiapkelompokmenetapkarketua(segera)
Masingmasingkelompokdiberikanl Kasusuntuk di presentasikan
Setiapkelompokwajib mengerjakansebanyaksoalyangsudahdibagikanoleh
Panitia(pembagiarsoalterlampir);

Setiap kelompok diminta untuk menjawab soal tersebut sesuail dengan
pengalamardanpengetahuardari masingmasingpesertg

Pesertadapat mengasumsikamtas kekuranganinformasiyangtersediapada
soal Dalam hal tersebut peserta diminta untuk melaksanakanproses
pengadaan se-efektif dan efisien mungkin, tiap kelompok/peserta dapat
menambahkafmembuat asumsi sendiri untuk melengkapitingkat akurasi
jawabankelompok

Setiapkelompokdiberikanwaktu presentasi menit dan diskusidiskusitanya
jawabdengankelompoklain 5 menit (total 1 kelompok10 menit)
Jawabarkelompokdikirim viaemailke : christiangamasmac@qgmaliicom



mailto:christian.gamas.mac@gmail.com

KELOMPOK KETUA KELOMPOK SOAL
1

10+ 0 Soal J
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mater!

. 01 Penggunaan  Produk  Dalam Negeri

berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

02 Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

03 Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Terdapat pihakpihak yang hadir
dalam mendukung pelaksanaal
KebljakarP3DN
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Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

B SR

Pasabo

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan
barangjasadilakukanpadatahapperencaandanpelaksanaan

Pasal6l

KewajibanmenggunakarPDNapabil terdapat produk dalam negeri dengan
nilai penjumlahanTKDNdan BMP paling sedikit 40%

Pasal74

PP No. 29ahun2018

tentang.Pgmtt)grdayaan Setiap Kementerian/Lembaga/LembadzemerintahNon Kementerian/SKPD
Inaustri wajib membentuk Tim PeningkatanPenggunaarProduk DalamNegeri (Tim
P3DN)

IKATAN FUNGSION.
PENGADAAN INDON

—
= N
>



Para Pihak yang terlibat dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri

TimNasionalP3DN

Pokja Pemantauan P3D Pokja TKDN Pokja Sosialisasi

TimK/L/PemdaP3DN

PP No. 29ahun2
tentang Pemberd
industri




Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN

Tim Nasional P3DN )

|
- Pokja Pemantauan Pokja Pokja
Ketua : Menko Maritim PijaTKDN P3DN TKDN Sosialisasi

Wakil Ketua : Menko Perekonomian

Melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN dan keberlakuannya serta mensinkronkan dengan
Daftar Inventaris Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan

R : : : pemerintahan di bidang perindustrian
NS AT S WETIOE Pl e VS e A Melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai
Sekretaris TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Sekjen Kemenperin A Menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki (lebih baik dari pengawasan Pokja TKDN
dan/atau usulan penyelesaian kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
perindustrian
4 A N\ A Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional
nggota P3DN
Menteri Dalam Negeri | Menteri PUPR Sekretaris Kabinet
Menteri Keuangan Menteri Dikbud Kepala BPPT PokjaPemantauarP3DN
Menteri Pertanian Menteri Ristekdikti | Kepala BKPM Menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang/jasa dari Tim P3DN pengguna Produk Dalam Negeri
Menteri Kesehatan Menteri Kominfo Kepala BPKP A MenyelarasITan rencall(na pengadaan dgngzar]ndkei)t%rsedlaaq %rodu.k dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian
. . yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian
Menter! ESDM Menteri BUMN Kepala LKPP A Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan
Menteri Perhubungan | Kepala Bappenas | KepalakKPPU pengadaan melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam
Menteri Perdagangan | JaksaAgung Ketua Umum Kadin Negeri
\ J A Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga, dan
A Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional
P3DN

PokjaSosialisasi

A Melakukan sosialisasi dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Dalam Negeri

A Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program
pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri

A Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari penguna produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan
P3DN

A
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TugaslimPengarah

A Memberikan arahan atas pelaksanaan
penggunaan produk dalam negeri di
lingkungan K/L/Pemda, dan

A Menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas  Tim P3DN
K/L/Pemda kepada Menteri

Perindustrian selaku Ketua Harian Tim
Nasional P3DN secara berkala setiap
tanggal 30 Juni dan 31 Desember
setiap tahunnya atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Tim P3DN
K/L/Pemda

Melakukan koordinasi,.
pengawasan, dan evaluasi
pelaksanaan peningkatan
penggunaan Produk Dalam
Negeri di lingkungan
masing-masing;

( Tugas Tim P3DN

Memberikan tafsiran
final atas permasalahan
kebenaran nilai TKDN
antara produsen Barang

atau penyedia Jasa

Melakukan tugas
lain yang terkait
dengan peningkatan
penggunaan Produk

o )

-’

TugasTlm Monitoring dan Evaluasi

Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan K/L/Pemda untuk tahun berikutnya yang meliputi
identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal,
dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (multi
years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

A Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan
produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa
pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
K/L/Pemda.
A Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab

pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring, dan

A Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah
secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember
setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

dengan Tim Pengadaan Dalam Negeri
Barang/Jasa;
J
Tugas Tim Fasilitasi_
Perbedaan Penafsira
A Melakukan koordinasi dengan Pusat
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Kementerian Perindustrian terkait
pemberian tafsiran final terhadap
permasalahan perbedaan tafsir mengenai

kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri antara produsen Barang atau
penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
K/L/Pemda, dan

A Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap
permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri kepada Tim

Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.
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TimP3DNNasional
TiIMP3DNK/L/Rrermda

Pelaku Pengadaan pada SatkerPD

W K/L/Pemda
4 AP

Lainlain
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Peran Pengguna Anggaran/Kua
Pengguna Anggaran ldan P3DN

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam
Negeri dilakukan pada tahap
perencanaan , persiapan dan pemilihan
pengadaan barang/jasa

PERENCANAAN
PBJ

TUGAS & WEWENANG PA/KPA DALAM
TAHAP PERENCANAAN PBJ

PERSIAPAN
PBJ

a. Menetapkan perencanaan pengadaan

b. Menetapkan dan mengumumkan RUP dan PEMILIHAN

c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa




ContohPerencanaan

Pekerjaan Konstruksi KAKegiatarPembangunan Break Water Pelabuhan

A Lokasi Kota XProvinsiY
Contoh Langkah Langkah pada & |,ad ahan? Ha
saat Menyusun A Tanahmilik Siap&
Perencanaan pengadaan A TahunTunggal/ Multi Years?
- A WaktuPemanfaataf
1. Identifikasi Kebutuhan A StudiKelayakardsly?
pembangunan tahun 2023 A DED? |
A

Desain Dasar?

2. Susun Spesifikasi sesuai PerkiraanAnggaran

kebutuhan Luas 2.000 m2
Nilaianggarar24.000.000.000
KonsultanPerencana?
KonsultanPengawa¥
Pekerjaarkonstruksi?
Pengelolalreknis ?

I
I
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KesimpularPeran PA/KPA Pade
Perencanaan

Peran PA/KPAselaku penanggungjawalkegiatan dalam melakukan
penyusunanRKAyang didalamnyaterdapat PengadaanBarangJasa
telah mempertimbangkarhalhal sebagaberikut:

& A -8

PA/KPA menetapkan
Pengadaan yang telah
disusun oleh PPK

Identifikasi Penyusunan  Ketersediaan  Ketérsediaan  penyusunarmRAB
kebutuhan spesifikasi B/J danktau Parangjasayang  sesuaspesifikasi
barandjasasesuai  teknigKAK penyediadi  dibutuhkandalam teknigk AKsebagai
denganRencana sesuai pasar; bentqk dasarpengusulan
Kerjg kebutuhan produk/jasa anggaran

dalamnegeridan

I
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eran
Pejabat
Pembuat
Komitmert

PPTK dam
P3DN

1. PPKMELAKSANAKANENYUSUNAN
PERENCANAAENGADAANNTUKTAHUN
ANGGARABERIKUTNYSESUAEBUTUHA
KEMENTERIAN/LEMBAGEMERINTAH

DAERAH YANKERCANTUMALANMRKA
KEMENTERIAN/LEMBAGAAURKA
PEMERINTABAERAH.

5. PELAKSANAANENGADAANXANG
BERKELANJUTHANG
MEMPERTIMBANGKASPEIKKONOM

SOSIADANLINGKUNGAN

2. PPK MEMULAI PERENCANAAN PENG
DENGAN MENYUSUN IDENTIFIKAS
KEBUTUHAN DENGAN MENCARI,
MENGUMPULKAN, MENELITI, SERT.
MENCATAT DATA DAN INFORMASI TER
KEBUTUHAN BARANG/JASA YANG BER
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIA
INDIKATOR KINERJA YANG TERDAPA
RENJA/L ATAU RENBKPD TERMASUK
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEG

4. PPK MEMPERHITUNGKAN

KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRC
DALAM NEGERI, TERMASUK
RANCANG BANGUN DAN
PEREKAYASAAN NASIONAL, AP
TERDAPAT PRODUK DALAM NE
YANG MEMILIKI PENJUMLAHAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NE
(TKDN) DITAMBAH NILAI BOBQ
MANFAAT PERUSAHAAN (BMF
PALING SEDIKIT 40% (EMPAT P
PERSEN).

6.PEMANFAATABARANGIASA
HASIIPENELITIADALAMNEGERI

L]
IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA



Setelah PPK/PPTK :
melaksanakamugas ?
PenyusunarPersiaparPBJP /

_ Slapa yang melakukan
\ &8 4 proses Pemilihan

3 .-!"I.;F: u
I
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Peran Pengguna Anggaran/Kua
Pengguna Anggaran ldan P3DN

PPK menyusun RUP berdasarkan hasil

identifikasi kebutuhanyang memuat informasi PA/KP'E TEREIELEL d_an -
pengadaarbarangjasameliputi: mengumumkan RUP melalui aplikasi

1. NamadanalamatPA/KPA Sistem Informasi RUP (SIRUP).

2. Nama paket pengadaan yang akan

dilaksanakan
3. Kebutuhan penggunaan produk dalam Dalam menetapkan dan

negeri mengumumkan RUP, PA/KPA
Carapengadaan memastikan bahwa dalam rangka
Uraiansingkatpaketpengadaan peningkatan penggunaan produk

4
5

6. Volumepaketpengadaan _ ]

7. Nilaipaketpengadaan dalam negeri, RUP yang dimaksud
8
9
1

Lokaspaketpengadaan telah mencantumkan kebutuhan

. Sumberdanadan ST
0. Perkiraan waktu pemanfaata penggu_naan prOdUk dalam EIEN di
Instansinya.

barand|




etelah PA/KPienetapkan

RUP PPKleIaksanakartugas;/

PenyusunarPerencanaan 4/}/ >
7

PBJP ‘

\

v
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KelompokKerjapemilihan
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PejabatPengadaan




PeranKelompokKerja
pemilihanDalamP3DN

Dalamtahap persiapanpemilinan penyedia Pokja
nemilihan melakukanreviu dokumen persiapan
pnengadaaryangmeliputi:

A Spesifikasteknis/KAK dagambar(jika A 1D PaketRUPterutamapengecekan
diperlukar) terutamaPenggunaaroduk PenggunaafProdukDalamNegeri
DalamNegeri

_ N A WaktuPenugasamBarangJasa
A HargaPerkiraanSendiri(HPS) A AnalisiPasar

A Rancangaiontrak . A KriteriaEvaluasBerbasiSTKDN dan HE
A DokumenAnggararBelanja(DIPA/DPAatau sertaldentifikasiRisiko

RKAKL/ RKA’D yandelah ditetapkan
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RuangdLingkupPengawasaengadaamBarangJasaPemerintahmeliputi :

a.
b. kepatuhanterhadapperaturan

C. pencapalianflKDN

d.

e. pencadangaman peruntukanpaketuntuk usahakecit dan Pengadaan

nemenuhamilai manfaatyangsebesafesarnya

nenggunaarproduk dalamnegerri

Berkelanjutan

Pasal/6 ayat(4) PerpresPBJP

I
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RuangdLingkupPengawasaengadaamBarangJasaPemerintahmeliputi :

a.
b. kepatuhanterhadapperaturan

C. pencapalianflKDN

d.

e. pencadangaman peruntukanpaketuntuk usahakecit dan Pengadaan

nemenuhamilai manfaatyangsebesafesarnya

nenggunaarproduk dalamnegerri

Berkelanjutan

Pasal/6 ayat(4) PerpresPBJP

I
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Pengawasanoleh APIP dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan evaluas|
dan/atau penyelenggaraan whistleblowing
system sejak perencanaan persiapan pemilihan
penyedig pelaksanaakontrak dan serah terima
pekerjaan

I
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APIP berperan melakukan pengawasan dalam P3DN
diantaranya melakukan audit untuk meyakinkan bahwa
PengadaanBarangJasa telah memperhatikan  pencapaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan
penggunaanproduk dalam negeri.




Kementerian

Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

PihakLalng* o;)

Pelaksana verifikasi adalah LembagaVerifikasi Independendan .
berkompetendalammelakukanverifikasiatas kebenaranCapaia MiANERAWA
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)BarandgJasa Produksi -‘g‘!-r’.
Dalam Negeri sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menter] SURVEYORINCONESIA
Perindustrian  Nomor. 57/M-IND/PER//2006 tentang
Penunjukan Surveyor sebagal PelaksanaVerifikasi Capaian

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)atas BarangJasa

. . . : . . P/NC /NN
ProduksiDalamNegeri,KementeriarPerindustriammenunjuk SEARARmAR
1. PT SurveyorindonesiaPersero) N

2. 2. PTSuperintendingCompanyof Indonesia/Persero) SUCOFINDO
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Format Perhitungan BMP

Kementerian

Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Faktor Penentuan Bobot Perusahaan Kriteria Bobot B,;ltas .EObOt Nilai e
aksimum (%)
- Min Rp. 500 juta 5% 71\ N
Memberdayakan L!sath Mikro d_an Ke:ml 30% 4.50%
termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan| _ Tigp Kelipatan Rp.500jt 5%,
Kepemilikan Sertifikat : - Tidak Ada 0% SURVEYOR INDONESIA
Kesehatan, Keselamatan Kerja
| (SMK3/OHSAS 18000) (30%); dan -Ada 8% 20% 3.00%
Manajemen Lingkungan (1ISO 14000) - Tidak Ada 0%
(70%) - Ada 14%
- Mi : ' 3%
Pemberdayaan Lingkungan Min Rp. 250 juta i 30% 4 50%
(Community Development) tiap Kelipatan Rp250 juta | 3% '
P repaten T ’ PNA/NAXAN
- Investasi min Rp. 1 Milyar| 5%
Fasilitas Pelayanan Purna Jual 20% 3,00% ‘“P"‘!M[I
- Setiap Kelipatan Rp 1 M 5% SUCDEINDO
Berlaku selama 3 tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014) Pasal 28 ayat (2) 100% 15,00% |

L]
IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA




Kementerian
o Perindustrian
D, REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor D2/M-
IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PERI1/2014 tentang
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam MNegeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Megara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Nomor 16/M-
IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, hasil verifikasi
atas Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di aleh b ian Perindustrian
dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

Nama Perusahaan
Alamat Kantor Pusat

Alamat Workshop

NPWP
dengan rincian penilaian :

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil 4,50%
melalui Kemitraan

PihakLalr

Cont

)

oh
Sertifikat
BMP

Sertifikat OHSAS 18000/1S0 14000 Series 3.00%

Pemberdayaan Lingkungan 4,50%

Fasilitas Pelayanan Purna Jual 3,00%

Total Nilai BMP 15,00%
Mo. Tanda Sah ! 14/3J-IND.B/BMP/IV/2022

Jakarta, 1 April 2022

- Rincian
BMP

Kementerian
Perindustrian

REPUEBLIK INDONESIA

SURVEYOR INDONESIA

F/N /N XA
N AR

L\ |/ ) el g
A\ 4N\ Al 4

SUCOFINDO

]
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Kementerian
Perindustrian

REPUEBLIK INDONESIA

- g

Kementerian
o Perindustrian
o REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Contoh
Sertifikat
TKDN
(Depan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustian Republik Indonesia Momor D2/M-
INQUPER/1/20114 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Megeri Dalam
Pengadaan BarangfJasa Pemerintah, Momor 03/M-IND/PER/M/2014 tentang Peduman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Megeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
‘Yang Tidak Dibiayai Darl Anggaran Pendapatan Dan Belanja MNegara'Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menter Parindustrian No. 16/M-INDVPER/2/2011 tentang
Ketentuan dan Tals Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Megerl, hasil verifikasi atas
Capalan Tingkat Kempanen Dalam Meger! { TKDN) adalah sebagal berikut:

SURVEYOR INDONESIA

Jenis Produk : Transformator
Tipe : Transformator Distribusi
Specifikasi 1 400 kVA ; 3 Phase ; 20 kV; 400/231 W ; ¥Nd-5; Cu-Cu ;
Stacking Core
- - Kode HS 1 B5D43319
Mork :
I a I Milai TKDN = 38,38% I
Terbilang : Tiga puluh sembilan koma tiga delapan persen

Standard Produk -
Sertifikat Produk -
No. Laporan ! LPA-5T29/PK-0978/PTKDN.DIPA-INFRAS/MVIINEZ1

TKDN

yang telah ditandasahkan cleh Kementerian Perindustrian dan beraku 3 tahun terhitung sejak
tanggal tanda sah,

dibarikan kepada:

MNama Perusahaan
Alamat

F/N /N XA
N Y1111

- , | .
Bidang Usaha © Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah ‘ ’ ‘ ’ 1"
Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage r " *
Stabilizer) (KBLI: 27113)
Mo. Tanda Sah : TEE/S)-IND.BTKDNIE2021

SUCOFINDO

b.g,‘ naan Produk Dalam Negeri
A

Kepala Pusal Penirgkatan
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Contoh

TKDN

(Lampiran

Sertifikat

PlhakLan@H

LAMPIRAN

1. Tipe
Spesifikas
Mark
Nilai TKDN
Terbilang
Standard Produk
Sertifikal Produk
2. Tipe
Spesiikasd
Wierk
Nital TKDN
Turtilang
Standard Produk
Sertifikat Produk
3, Tipe
Spesifikasi

Nillai TKDN

Spasifikasi
Merk
s TKDN

6. Tipa
Spasifikasi
Mark
Nital TKDN
Terbilang
Standard Froduk
Serfikat Prodik

Halarran ke-1 dari 4 halaman

Transformator Distribusi
J00 kR 12001100V ; 3 Prase

53,38%
Lima puluh tiga koma tiga delapan parsen

Transformator Distribusd
150 kvA | 132000480 V' ; 3 Phase

40.04%
Empat pulub koma nol empal persen

Transformator Distribusi
150 kWA ; 132004B0SE0 ' ; 3 Phase

38.81%

Tiga puluh delapan koma delapan satu persen
Transformator Distribus!
300 kWA 132000480 V' ; S5-SIDE ; 3 Phasa

54, 86%
Lima puluh empat koma sembilan delapan persen

Transformator Distribusi
300 KA ; 132000480 V ; T-SIDE ; 3 Phase

54,34 %
Lima puluh empal koma iga empat persen

Transformator Distribusi
500 kv ; 132000200 V ; 3 Phase ; 60 Hr

36.18%
Tiga puluh enam koma satu delapan parsen

Kementerian
Perindustrian

REPUEBLIK INDONESIA

SURVEYOR INDONESIA

F/N /N XA
N HAR

| ] 1] 4
L\ A
SUCOFINDO

IKATAN FUNGSIONAL
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daftar inventarisasibarang jasa

Sertlflkat TKDN dan BMP

Kementerian
Perindustrian

REPUEBLIK INDONESIA

71\ N
AANIRER
L\ Y J J

N/ 4

SURVEYOR INDONESIA

F/N /N XA
L [ 1) V1) N

AL\ |/ Al/ .
A\ 4N\ Al 4

SUCOFINDO

| |
g8
75
>


http://tkdn.kemenperin.go.id/

Perencanaal®®BJP
PersiaparPBJP
PelaksanaaPBJP




y

KonsepTKDN dan

BMPSecardJmum



CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

1. TKDN Barang

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Momor 28  tahun 2018  tentang
Pemberdayaan Industri, Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2021

Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah, TKDN terdiri dari:

b
3. TKDN gabungan
2. TKDN Jasa . 03 Barang dan Jasa
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CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

Secara umum perhitungan TKDN mengacu pada Permenperin Nomor 16 Tahun 2011, namun
pada beberapa jenis industri mempunyai tata cara perhitungan yang berbeda seperti :

Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(Permenperin No. 4 Tahun 2017)
Telepon Seluler, Kemputer Gerggam dan

Komputer Tablet Pembangkit Lstrik Tenaga Surya
{(Permenperin No. 29 Tahun 2017)
Produk Farmasi

B (Permenpenn Mo. 16 Tabun 2020)

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Permenperin No. 27 Tahun 2020)

Produk Elektronik dan Telematika Farmasi
(Permenperin Mo. 22 Tahun 2020)

IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA




- TenagaKerja —

CaraPerhitunganNilai TKDN dar

BMPBarangJasa

~—* Bahan Baku —

—

— Mesin —

Overhead
— pabrik -

TKDN Barang dapat dilihat pada Daftar Inventaris Barang/Jasa

DN
LN
DN
LN
DN

LN
DN

LN

Perhitungan persentase TKDN
berdasarkan biaya membuat produk
(cost of goods).

Tidak termasuk keuntungan, biaya
overhead Perusahaan & Pajak

Bahan dinilai berdasar negara

asal;

Mesin dinilai berdasar asal &
kepemilikan

Tenaga kerja berdasarkan
kewarganegaraan

L]
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CaraPerhitunganNilai TKDN dar

BMPBarangJasa

Manajemen

—+ Tenaga Kerja —

l

Alat Kerja —

!

—  Fabrikasi —

— JasalLainnya |

DN
LN
DN

LN
DN
LN
DN
LN
DN
LN

TKDMN Jasa : dihitung
berdasarkan perhitungan sendin

Tidak termasuk : Keuntungan, Pajak,
Biaya tidak langsung perusahaan
(Pemasaran, Biaya Administrasi, dll)

Bahan, mesin dinilai berdasarkan
negara asal

Tenaga kerja berdasarkan
kewarganegaraan

Biaya Tolal Jasa = Harga Jasa =
seluruh biayva yg dikeluarkan untuk
manghasilkan Jasa (dihitung sampai di
lokasi pengeraan)

L]
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CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

| NILAI GABUNGAN BARANGIJASA THDM
| Barang! | Gabu
URAIAN PEKERJAAN DN LN Total | KDM J::I ngan
[Rp.) (Rp.} (Rp.) L % %
N BARANG ' ' '
| 1) | Material Langsung | 150000 225000 |3T5.000 | 40 40 | 30
| (bahan baku)
2} | Peralatan {Darang Jadi} 0 7]
| | jumlah 150.000 225.000 | I75.000 40 40 30
n, JASA _
Menejemen proyek dan
21 | perskayasaan 0 0 1]
4)  Alat'Fasilitas kerja (30000 | 0 30,000 | 100 24 | 6
Konstruksi dan
| 5) | fabrikasi | 70.000 | 1] 70000 | 100 56 | 14
| 6) | Jasa umum | 25000 | 0 25000 | 100 20 | 5
Jumilah 125.000 - 125.000 100 100 25
TOTALBIAYA (14 M) | 275.000 225000 | 500.000 55% | 55%

L]
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CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

Bi Prod. Brg Jadi — Bi . LN
TKDN = —mmende 00 g Jadi - Biaya Komp. LN . - 00 %
Biaya Prod. Brg Jadi

Biaya Total Jasa -~ Biaya Jasa LN

TKDN = - “Biaya Total Jasa X 100%




CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

a. F'Embﬂ"':_'a‘.!’ﬂha“ Usaha Mi“':"-' " b. Pemelihara kesehatan,
dan Kecil termasuk Koperasi Lo .8 o Kasalamatan dan keselamatan kerja (SMK3)

BOBOT MANFAAT

PERUSAHAAN (BMP) Kecil melalui kemitraan, NG bl 3 dan lingkungan (OHSAS
- - *,  18000/SMK3 dan I1SO

;gfuamn kepada *s 14000,
perusahaan karena n -
berinvestasi di Indonesia - .
dan memberikan . .
manfaat terhadap . .
perekonomian nasional .
dengan melakukan .
kegiatan yaitu: .

L]

" S c. Pemberdayakan
". " masyarakat/
o lingkungan
d. Penyediaan fasilitas o ot .
pelayanan puma jual "e..e0"
i o

IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA




CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

=




CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBarangJasa

Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk
Koperasi melalui kemitraan

Max 30 % dari 15 %

500 Juta (5%)
[lies
Membeardayakan Englangan Max 30 % dari 15 %
(Community Development), 250 Juta (3%) ' '

| !

f Max 20 % dari 15 %
. 1 Milyar (5%)
| ————

L]
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CaraPerhitunganNilai TKDN dar
BMPBaranngasa

Batas Bobot Hilai EMP
Faktor Penentuan Bobot Perusahaan Kriteria Maksimum (%)
- Min Rp. 500 juta 5%
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil
k Koperasi Kecil melalui Kemitraan i i 0% 4,50%
termasu pe - Tiap Kelipatan Rp.500jt 5%
Kepemilikan Sertifikat : - Tidak Ada 0%
Kesehatan, Keselamatan Kerja
I (SMK3/OHSAS 18000) (30%); dan - Ada 6% 0%, 3,00%
Manajemen Lingkungan {ISO 14000) - Tidak Ada 0%
(70%) - Ada 14%
Pemberdayaan Lingkungan - Min Rp. 250 juta 3%
] o v Devel 30% 4 50%
(Community Development) tiap Kelipatan Rp250 juta 3%
- Investasi min Rp. 1 Milyar| 5%
IV | Fasilitas Pelayanan Purna Jual 20% 3,00%
- Setiap Kelipatan Rp 1 M 5%
Berlaku selama 3 tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014) Pasal 28 ayat (2) 100% 15,00%

L]
IKATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA




Perencanaan

PA / KPA

A Saat melakukan
identifikasi kebutuhan &
penetapan Barang/Jasa
sudah memperhatikan
TKDN (wajib/tdk PDN ?)

A Mencari informasi nilai
TKDN dari barang & jasa
yg dibutuhkan (Barang A
Daftar Inventaris B/J; Jasa
(Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya)
A perhitungan estimasi)

A Perlu menghitung target
TKDN yang akan

ditentukan

Persiapan

PPK

A Penyusunan Spek, HPS &
Draft Kontrak
memperhatikan TKDN

A Memastikan Nilai TKDN
yg menjadi target (cek
Daftar Inventaris &
perhitungan estimasi)

Pokja/PP

A Mencantumkan
persyaratan TKDN dalam
Dokumen Pemilihan

Pemilihan Penyedia

Pokja/PP

A Evaluasi Dokumen
Penawaran

A Memeriksa data dukung
TKDN, cek Daftar
inventaris B/J, cek
perhitungan TKDN
Gabungan B&J, hitung
preferensi harga

Penyedia

A Mengajukan Penawaran
TKDN Barang; Komitmen
TKDN Jasa; Gabungan B/J

Pelaksanaan
Pekerjaan
Penyedia

A Melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan penawaran
(TKDN Barang & Komitmen
TKDN Jasa)

PPK

A Monitoring pelaksanaan
pekerjaan (mencatat
setiap ketidaksesuaian
pelaksanaan pekerjaan;
mengumpulkan bukti
untuk menghitung
Capaian TKDN)

Penerapan TKDN Pada Tiap Tahapan PBJ

Serah terima

Penyedia

A Menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan Kontrak

PPK

A Menerima pekerjaan
(Evaluasi Capaian TKDN vs
penawaran TKDN)

A Menetapkan Sanksi jika
ada ketidaksesuaian/
pelanggaran

APIP
A Melakukan pengawasan

L]
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DetitugaPara gfdf.
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Tugas dan Kewenangan PA/KPA dalam
Penerapan P3DN

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam
Negeri dilakukan pada tahap
perencanaan , persiapan dan pemilihan
pengadaan barang/jasa

PenerapanP3DN

TUGAS & WEWENANG PA/KPA DALAM
TAHAP PERENCANAAN PBJ

PERSIAPAN

PBJ
v

a. Menetapkan perencanaan pengadaan

b. Menetapkan dan mengumumkan RUP dan

c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa

PEMILIHAN

! PBJ

KATAN FUNGSIONAL
PENGADAAN INDONESIA



PA/KPA dalam Menetapkan dan
Mengumumkan RUP

Peran PA/KPAselaku penanggungjawalkegiatan dalam melakukan
penyusunanRKAyang didalamnyaterdapat PengadaanBarangJasa
telah mempertimbangkarhalhal sebagaberikut:

a8 08

PA/KPA menetapkan
Pengadaan yang telah
disusun oleh PPK

dentifikasi Penyusunan Ketersediaan ~ KKetersediaan  penyusunan
kebutuhan spesifikasi B/J danatau Parandjasayang  RABsesuai
barandjasasesuai  teknigKAK penyediadi  dibutuhkandalam spesifikasi
denganRencana sesuai pasar; bentgk teknigKAK
Kerja kebutuhan produkjasa  sebagatasar
dalamnegeridan  pengusulan
anggaran

AAAAAAAAAAAAAAAA



PERENCANAAN PENGADAAN

Pekerjaan Konstruksi

Contoh Langkah Langkah pada KAK Pembangunan Break Water Pelabuhan

saat Menyusun Lokasi : Kota Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
Perencanaan pengadaan Luas Lahan 2 Ha

Tanah milik Siapa?

Tahun Tunggal/ Multi Years?

Waktu Pemanfaatan?

Studi Kelayakan dsb?

DED?

Desain Dasar?

2. Susun Spesifikasi sesuai kebutuhan Perkiraan Anggaran

Luas 2.000 m2

Nilai anggaran 24.000.000.000
Konsultan Perencana ?
Konsultan Pengawas ?
Pekerjaan konstruksi ?
Pengelola Teknis ?

1. Identifikasi Kebutuhan »
pembangunan tahun 2023

o o Joo T I I I Ix

o o Jo Jo T I
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TKDN Barang WEBSITE

Sumber Data Kemampuan Industri http://tkdn.kemenperin.go.id/
Barang Dalam Negeri : ' ' ‘

&~ C tkdn.kemenperin.go.id 90% T ®

DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKS!
DALAM NEGERI

Z ]

3
®
Il

Kementerian
Perindustrian

REPUBLIK INDOMNESIA

Sertifikat gratis diberikan
kepada produk dengan nilai
TKDN minimal 25%

T it 1. KIIkREKAPITULAS ' Satu sertifikat yang difasilitasi,
E)}sa c;)ifa dapat memuat produk dengan

: i jenis, bahan baku, dan proses produksi
delapan sertifikat produk | yang sama meskipun beda dimensi

Gratis untuk 9000
sertifikat produk

*berlaku sampail Desember 2021

> : PT. Sucofindo
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: ~ Telp 1-52655269:!:4osm4u Telp 021-7983666 ext 2390
' CPjivan Richardo, Lebrina Eka Fitriani, Raden Andini Putri CP: Jon Elpin Purba, Shasty Nurvidiani Rahim

Sertifikat Rekapitulasi FAQ Regulasi m Video - Referensi
— ata Sertifikat Rekapitulasi Informasi urnum Peraturar Video Program E Daftar referens ]

P3DM IKATAN FUNGSIONAL
i dary TK N PENGADAAN INDONESIA

dalam



http://tkdn.kemenperin.go.id/

& tkdn. kemenperin.go.id/rekap.php

OPBDN

DAFTAR INVENTARISASI

BARANG/.JASA PRODUKS!
DALAM NEBERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER
HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ

Rekapitulasi Data SertifNgat TKDN

Berdasarkan Kelompok Barang \

Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produ

No. Kelompok Barang

1. Bahan Penunjang Fertanian
2. Mesin dan Peralatan Pertanian
3. Mesin dan Peralatan Pertambangan
4. Mesin dan Peralatan Migas
5. Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling
6. Mesin dan Peralatan Pabrik
7. Bahan Bangunan/Konstruksi
8. Logam dan Barang Logam
9. Bgzhan Kimia dan Barang Kimia
10.  Peralatan Elektronika
11.  Peralatan Kelistrikan

12.  Peralatan Telekomunikasi

REGULASI

Jumlah Sertifikat
(Masih Berlaku)

774

319

17

810

42

80

1.551

1.447

1.642

612

1.897

658

VIDEO

Jumlah Sertifikat
(Seluruhnya)

955
536
47
1.693
91
170
2.241
2.460
3.151
844
4.230

1.466

REFERENSI

Produk dengan
TKDN < 25%

23
23
8

325

63
145
408
181
359

42

Produk dengan
TKDN 25% - 40%

83
161
15
629
29
49
180
379
733
468
727

740

B

Produk dengan
TKDN > 40%

1.014
225
15
507
13
37
2.083
1.523
1.111
358
2610

55

90%

w

L]
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& &4 tkdn.kemenperin.go.id/search.php w

DAFTAR INVENTARISASI
E-l:-'.". G/JASA P“I]EL("I
DALAM NEGERI

Wl MEPCED
| [
I_._..

Sertifikat

PilihKATEGORI &
v KATA YANG DICARI

Kategori pencarian

Kata yang dicari

Produk

Perusahaan

TAMPILKAN Nomor Sertifikat TKDN

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PT. SURVEYOR INDONESIA PT. SUCOFINDO (PERSERO)

PRODUK DALAM NEGERI KONSULTASI
ONLINE

ian Perindustrian It. 3 Unit Bisnis Industri dan Fasilitas Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan

Gatot Subroto Kav. 52
xt 4017
Contact Person: Arnes Lukman ( . Lebrina Eka Fitriani atau Jak —

L]
IKATAN FUNGSIONAL
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DAFTAR INVENTARISAS!
., P 3 [] N BARANG/JASA PRODUKS!
DALAM NEGER!
ENINGKATAN PENG

PENING! ENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER
HOM SERTIFIKAT REKAPITULASI

Sertifikat

Kategori pencarian Produk

Kata yang dicari allin one

TAMPILKAN

Hasil Pencarian

No. Perusahaan/Nomor dan Tgl Sertifikat

REGULASI

REFERENS

PilihKATEGORI &
KATA YANG DICARI

Jenis Produk

Tidak ada data



NILAI TKDN Hasil ldentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Pada TAHAP PERENCANAAN

B2 tkdn. lkemenperin.go.id/sertifikat.php?id =ASEZNXGZUO0WTIGSpMuWIDIFRNnuOg-7o9KcOsgqgM96o,
DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI
L i AN PENGLLN RODUE AM NEGER Q<
HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFE r%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan
Mo, Sertifikat
Tanggal

Hasil Produksi
Kode HS

Mo Referensi

Sertifikat BMP

Werifikator

Jenis Produlk
Merk dan Tipe
Spesifikasi
Standard

NS

PT. Metrindo Supra Sinatria
9970/5]-IND.B/TKDMN/9s2021
24 September 2021

Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer

84733090

BMP : 11,85 %
Mo. 27/5]-IND.2/BEMP/VIN 2022 TKDN - 28127 %

----------------- J. Jumlah: 40,12 %

TKDM - 21 - 28302

PT. Surveyor Indonesia

All In One Pc
Wearnes MN22AC

Celeron - Core i5, RAM 2 GB - 8 GBE, Storage 120 GB - 1 TE, Layar 19" - 21.5"



NILAI TKDN Hasil ldentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Pada TAHAP PERENCANAAN

O & tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=DIWolUiS1gWarOng9KdPepOQ1BJxnFhuMNLy-ZHmMp&QIlA,

DAETAR INVENTARISASI
L J I:I 3 D N BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER '\O
HOME SERTIFIKA REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFEREMNS PQ

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan PT. Acer Manufacturing Indonesia

Mo. Sertifikat 1207/5)-IND.B/TKDMN/4/2022

Tanggal 22 April 2022

Hasil Produksi Industri Komputer Danfatau Perakitan Komputer

Kode HS 84713020 B M P . 15,00 %
No Referensi TKDN - 22 - 31583 TKDN : 26,55 %

Sertifikat BMP No. 7/5)-IND.8/BEMP/I11/2022
= n mm o mm s mm s mm s mm s mm s mm s Em oE mE R Em oE mm o mm o mm o mm s mm s
R . - 0)
LNISBMP 1m0 Jumlah: 41,55 %
Werifikator PT. Surveyor Indonesia
Jenis Proeduk : Laptop
Merk dan Tipe : acer Acer Travelmate P214
Spesifikasi : Celeron — Intel Core i7, Memory RAM 4GE - 64GB, Kapasitas Penyimpanan 64GB — 1TB S5D & 500 GE - 2TB HDD, Layar 11.6" - 14"

= Standard : y

f mm o o n mm s mm s mm s mm s mm s mm s mm s mm s mm s mm on =
= Milai TEDM : 26.55% .

e T R R |



NILAI TKDN Hasil ldentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Pada TAHAP PERENCANAAN

O B tkdn.kemen perin.go.id/sertifikat.php?id =gGdZ7xbSNMN2UIVZzDFXtjYZjcdfrjSWoke_fghjLEZ s,

DAFTAR INVENTARISASI
N Ij 3 D N BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGER! ?g\
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER ’\

HOME SERTIFIEKAT REKAPITULASI Fag) REGULASI WD E(?%\ PFEREMNS

Detail Sertifikat TKDN $
Perusahaan PT. Indonesia Epson Industry \
MNo. Sertifikat 278/5)-IND. .8/ TKDN/2/ 2022

Tanggal 9 Pebruari 2022

Hasil Produksi Industri Perlengkapan Komputer

Kode HS 84433191 BMP : 10,95 %
Mo Referensi TEKDM - 22 - 30819 TKDN : 20’68 %

Sertifikat BMP MNo. 33/5]-IND.8/BM PN/ 2022
= % mm s mm s mm s mm s mm s mm s mm s Em s mm s mm s mm s mm s Em s mm s = s -
L eEME L. o95% L _. ; Jumlah: 31,63 %
Werifikator PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produlk : Inkjet Printer
Merk dan Tipe : Epson EF5COMN WORKFORCE PRO WHCS79R
Spesifikasi : Inkjet, Print, Scan, Copy, Fax with ADF, A4 (MFP) simplex : 24 ipm, 29 Watt
Standard : -



NILAI TKDN Hasil ldentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Pada TAHAP PERENCANAAN

tkdn.kemenperin.go.id/search.php?where=produk&what=scanner

P 3 D N DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODIKS!
<> DALAM NEGERI

AN PRODUK DALAM NEGER
HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENS
Sertifikat
[ m e e e e e e e ===
Kategori pencarian . Produk —

Kata yang dicari

b 0 s s s s s s E s Eme s R EEE F EEE F S § EEE F B 5 EEm R EEE MM § EEE N M N R Emm N 8 Em W —
TAMPILKAN

Hasil Pencarian

Hasilpencarian
TKDN

No. Perusahaan/Nomor dan Tgl Sertifikat Jenis Produk

= § ==
. - e~

.
R e



I] 3 [] N DAFTAR INVENTARISAS|
BARANG/JASA PRODUKSI
O DALAM NEGER

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGER!

HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI

Sertifikat

Kategori pencarian Produlk

Kata yang dicari

Semen Gresik

FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

1. PiihKATEGORI &
KATA YANG DICARI







